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ABSTRACT

The legal objective this research is to protect the public as consumers of service users, against arbitrary actions
if there is authority in health services that causes harm, then there must be a party who is legally responsible, namely the
hospital. Patients as users of health services are legal subjects whose rights and legal status must be protected. Hospital as a
type of health facility is a work place for professionals in the health sector who uphold professional ethics and the law that
produces health service products that prioritize good service and do not prioritize other decisions, such as costs. The
research method uses normative juridical law by interviewing (interviews) with related responsibilities, related to the
practice of health service responsibility. The results showed that good and quality services on an ongoing basis, in fact,
show the implementation of comprehensive services which are related to one another in such a way as to provide excellent
health services. The therapeutic contractual relationship between doctor and patient results in legal responsibility among
all, each legal subject strives to provide the best solution in disputes over health care problems where patients are more
protected as users of health services. Hospital as a health facility functions to make efforts to provide basic health services
or referral health, and / or support health services.
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ABSTRAKSI

Tujuan hukum penelitian ini adalah untuk melindungi masyarakat selaku konsumen pengguna jasa, terhadap
tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan
kerugian, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum, yaitu pihak rumah sakit. Pasien sebagai pengguna
jasa layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya. Rumah Sakit
sebagai salah satu jenis sarana kesehatan merupakan tempat bekerjanya profesional di bidang kesehatan yang menjunjung
tinggi etik profesi dan hukum yang menghasilkan produk jasa pelayanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan yang
baik dan tidak mendahulukan putusan yang lain umpamanya biaya. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis
normatif dengan wawancara (interview) dengan pejabat yang berwenang, terkait praktek tanggung jawab pelayanan
kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan pada dasarnya
merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh yang satu dengan yang lain terkait sedemikian rupa sehingga
terlaksana pelayanan kesehatan yang prima. Hubungan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berakibat tanggung
jawab hukum diantara keduanya, masing-masing subyek hukum berupaya untuk memberikan solusi terbaik apabila terjadi
perselisihan masalah pelayanan kesehatan dimana pasien lebih dilindungi sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Rumah
Sakit sebagai sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya Pelayanan Kesehatan dasar atau kesehatan rujukan, dan /
atau upaya Pelayanan Kesehatan penunjang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Layanan Kesehatan
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LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu
unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada
masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan
kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu
pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya
ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yang diperkenankannya melakukan tindakan medis
terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis
terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan maraknya tuntutan hukum yang diajukan
masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter.
Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dengan
perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan
kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.

Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada
masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan
perkembangan hukum. Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum
memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi
profesi masih sangat kurang.

Dokter dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga
harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu
kedokteran. Untuk mencapai pelayanan kedokteran yang efektif berdasarkan saling percaya dan saling
menghormati, perlu komunikasi yang baik antara pasien dan dokter. Komunikasi yang baik meliputi :

a) Mendegarkan keluhan, menggali informasi, dan menghormati pandangan serta kepercayaan pasien yang
berkaitan dengan keluhannya;

b) Memberikan informasi yang diminta atau yang diperlukan tentang kondisi, diagnosis, terapi dan prognosis
pasien, serta rencana perawatannya dengan menggunakan cara yang bijak dan bahasa yang dimengerti
pasien. Termasuk informasi tentang tujuan pengobatan, pilihan obat yang diberikan, cara pemberian serta
pengaturan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi; dan

c) Memberikan informasi tentang pasien serta tindakan kedokteran yang dilakukan kepada keluarganya, setelah
mendapat persetujuan pasien.®

Jika seorang pasien mengalami kejadian yang tidak diharapkan selama dalam perawatan dokter, dokter
yang bersangkutan atau penanggungjawab pelayanan kedokteran (jika terjadi di sarana pelayanan kesehatan)
harus menjelaskan keadaan yang terjadi akibat jangka pendek atau panjang dan rencana tindakan kedokteran
yang akan dilakukan secara jujur dan lengkap serta menunjukkan empati.

Dalam kaitannya dengan Rumah Sakit sebagai tempat yang melakukan kegiatan upaya pelayanan
kesehatan (YANKES) oleh tenaga profesional, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

8 Muh. Mulyohadi Ali, 2009. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia, Lembaga Konsultan Praturan
Bisnis Indonesia, Jakarta, hal. 22



tentang kesehatan menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayananya terdiri atas a)
Pelayanan kesehatan perseorangan:, dan b) Pelayanan kesehatan masyarakat.

Fasiltas pelayanan kesehatan bagaimana dimaksud diatas meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama,
pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Yang dimaksud dengan pelayanan
kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Yang dimaksud dengan pelayanan tingkat kedua adalah pelayan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan spesialistik. Dan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.

Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya YANKES dasar atau
kesehatan rujukan, dan / atau upaya YANKES penunjang. Pada prinsipnya upaya Y ANKES dilaksanakan secara
berjenjang dari upaya YANKES dasar sampai upaya rujukan yang lebih canggih. Dalam hal YANKES di sarana
YANKES dasar, seperti praktek dokter, PUSKESMAS tidak mampu memberikan pelayanan tersebut, maka ia
wajib merujuk kepada sarana kesehatan rujukan yang lebih mampu, yaitu seperti Rumah Sakit, dokter spesialis,
dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya YANKES penunjang adalah upaya yang diberikan
oleh sarana YANKES penunjang, yaitu diantaranya laboratorium dan apotik.

Kondisi yang telah disebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya melakukan kegiatan
YANKES di Rumah Sakit mencakup semua proses kegiatan yang mengubah masukan yang berupa penderita /
pasien untuk diproses melalui proses dan prosedur produksi, yaitu yang merupakan proses tranformasi dari
penderita yang sakit untuk dapat sembuh.Ini berarti bahwa dalam proses transformasi yang meliputi semua
proses kegiatan di Rumah Sakit itu memanfaatkan semua perangkat keras yang terdiri dasar sarana, prasarana
dan peralatan serta semua perangkat lunak yang meliputi manajemen, pembiayaan dan sumber daya manusia.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang kesehatan mengatur
dengan tegas perlindungan hukum yang merupakan hak dari Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan profesinya. Yang dimaksud dengan standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan
sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Selain tenaga kesehatan wajib mematuhi standar
profesi juga harus menghormati hak pasien, yaitu antara lain yang terdiri dari : hak atas informasi, hak untuk
memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat kedua (second opinion). Bagi
tenaga Kesehatan yang tidak mematuhi standar profesi dapat dikategorikan telah melakukan kesalahan atau
kelalaian dalam melaksanakan profesinya, sehingga dapat dikenakan tindakan disiplin. Penentuan ada tidaknya
kesalahan atau kelalaian ini ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995. Tindakan disiplin yang dimaksud merupakan salah satu tindakan
administratif, yaitu berupa pencabutan izin praktek untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lainnya seusai
dengan besarnya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan.

Standar profesi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi di Rumah Sakit tidak lain
bertujuan untuk menjaga mutu dan / atau kualitas YANKES yang dihasilkan. Ini berarti bahwa proses dan
prosedur pengendalian mutu upaya YANKES di Rumah Sakit sudah distandardisasi. Apabila hal tersebut
dikaitkan dengan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga profesional di rumah sakit,
yang dalam menjalankan tugas profesinya itu diikat oleh kode etik profesi dan lafal sumpah dokter. Hal tersebut
akan berkaitan erat dengan tanggung jawab rumah sakit sebagai pelaku usaha dalam upaya YANKES di Rumah
Sakit terhadap perlindungan pasien sebagai konsumen jasa sebagai hasil upaya YANKES (yaitu sembuh atau
mati).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif , maka bahan penelitian yang diperlukan
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari responden
dengan cara melakukan wawancara (interview) dengan pejabat yang berwenang, terkait praktek tanggung jawab



pelayanan kesehatan. Berikutnya data sekunder, yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan otoritatif karena dibuat oleh badan yang
berwenang yang terdiri dari undang-undang dan putusan-putusan Pengadilan.

Berikutnya untuk bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan
hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, buku-buku / leteratur hukum,
tesis, jurnal, artikel-artikel, majalah, surat kabar, media internet yang berhubungan dengan permasalahan
tanggung jawab pelayanan kesehatan rumah sakit dalam perlindungan konsumen. Untuk penggunaan bahan
tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
dalam penelitian ini digunakan kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang
ditentukan yuridis Normatif. penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiaannya meliputi ketentuan-ketentuan
perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa (in concreto),’tentunya yang berkaitan
dengan perlindungan dan tanggung jawab hukum perumah sakitan terhadap perlindungan konsumen atau
pengguna jasa layanan kesehatan.

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun yang dimaksud pendekatan
perundang-undangan, yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani”. ®

Tujuan hukum terkait dengan penelitian ini, yang hendak dicapai adalah untuk melindungi masyarakat
selaku konsumen pengguna jasa, terhadap tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan
kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian, maka harus ada pihak yang bertanggung
jawab secara hukum, yaitu pihak rumah sakit.

Uraian dari ketiga pengertian tentang tanggung jawab tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian ini,
kiranya jelas bahwa yang termasuk kategori untuk memenuhi kewajiban menanggung atas kerugian yang
diderita oleh pasien atau pengguna jasa layanan kesehatan dari penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit,
yaitu tanggung jawab dalam arti liability. Sementara untuk tanggung jawab dalam arti accountability dan
responsibility merupakan tanggung jawab hukum dalam bentuk lain yang tidak difokuskan dalam penelitian ini.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua memberikan definisi tentang tanggung jawab adalah
merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahan,
diperkarakan dan sebagainya) . Artinya jika ada kemungkinan tanggung jawab tidak dipenuhi oleh pihak yang
menimbulkan kerugian, maka berdasarkan definisi tersebut dapat dituntut atau diperkarakan agar dipenuhi
kewajiban untuk menanggung kerugian terhadap pihak yang dirugikan.

Ada tiga prinsip atau teori mengenai tanggung jawab, yakni :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault liability, liability based on fault
principle).

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable presumption of liability principle).

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict liability principle).

Untuk tanggung jawab atas dasar kesalahan dianut oleh Pasal 1365 BW (KUH Perdata) Indonesia
tentang perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana yang dimaksud “Tiap perbuatan yang melanggar hukum
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta,
him. 14-15

® Ibid, hal 201

5 Petermahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, hal. 93



mengganti kerugian tersebut”’. Rumusan dalam Pasal 1365 BW di atas merupakan rumusan yang bersifat
umum,, artinya : perbuatan melanggar hukum tersebut melekat dua sikap aktif dan pasif. Dalam sikap aktif
yaitu, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk
sikap pasif, yaitu kalau ia (pelaku) dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus
melakukan suatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, dengan diamnya orang tersebut mengakibatkan
kerugian pada orang lain. ®

Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 BW adalah sebagai berikut :

. Adanya suatu perbuatan

. Perbuatan tersebut melawan hukum

. Adanya kesalahan pihak pelaku (baik kesengajaan atau kelalaian)

. Adanya kerugian bagi korban, dan

. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.®
Terkait dengan penelitian ini yang lebih dominan dari beberapa unsur perbuatan pelanggar hukum dan

sesuai dengan rumusan pasal di atas, untuk bisa dijadikan dalil pengajuan gugatan perdata, yaitu tentang adanya
kesalahan pihak pelaku, baik itu dilakukan secara sengaja atau lalai yaitu peyedia jasa layanan kesehatan.

abhwN -

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASPEK YURIDIS PELAYANAN KESEHATAN

Hubungan hukum yang dilahirkan dari hubungan Pelayanan Kesehatan (YANKES) antara sang
pengobat dengan si sakit ini telah melahirkan aspek hukum baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi,
maupun hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata yang hingga kini masih tetap berlaku ketentuan umum
hukum perdata tertulis yang berasal dari Belanda dapat berupa gugatan perdata. Tanggung gugat perdata dalam

bidang YANKES yang dapat ditimbulkan menurut hukum perdata BW setidak-tidaknya disebabkan karena 3

(tiga) hal, yaitu :

1. Karena “wanprestasi”;

2. Karena perbuatan melanggar hukum (“onrechtmatige daad”);

3. Karena mengakibatkan mati/cacat tubuh karena kurang hati-hati dan cermat (dalam proses mengupayakan

kesembuhan).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 58 ayat (1) berbunyi “setiap orang
berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, dan ayat
(2) memberikan dasar hukum bagi penuntutan ganti rugi menurut apa yang diatur dalam (Burgerlik Wet Boek)
sebagai peraturan perundangan yang berlaku umum. Ketentuan yang terdapat dalam (Burgerlik Wet Boek)
diantaranya ialah :

(1) Pasal 1234 (BW) yang merupakan ketentuan umum yang memberikan dasar hukum bagi permintaan ganti
rugi yang diakibatkan karena “wanprestasi”. Tidak dipenuhinya prestasi sesuai dengan yang dijanjikan
sebagai akibat kurang hati-hati dan cermat dalam mengupayakan kesembuhan.

(2) Pasal 1365 (BW) : yang merupakan ketentuan umum yang memberikan dasar hukum bagi penggantian
kerugian karena perbuatan melanggar hukum (“onrechtmatige daad”).

Mengenai “onrechtmatige daad” ini syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk dapat diterapkan
ketentuan Pasal 1365 (BW) ialah, (1) harus ada perbuatan (berbuat / tidak berbuat); (2) perbuatan itu harus

" Mariam Darus Badruljaman dkk, 2001, Komplikasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 106.

8 Moerdianti Soebagyo, 2004. Kuliah Umum Materi, Perbuatan Melanggar Hukum, di Fakultas, Hukum Universitas Sunan
Giri, Surabaya.

9 Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontenporer), PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1,
Bandung, him. 10.



melanggar hukum (yaitu tidak hanya melanggar undang-undang / peraturan tertulis); (3) ada kerugian; (4) ada

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian yang

diderita; dan (5) adanya kesalahan (“schuld”). Yang dimaksudkan dengan unsur kesalahan dalam Pasal 1365

(BW) ialah si pembuat / pelaku pada umumnya harus bertanggung jawab, karena ia menginsafi akibat dari

perbuatannya.

Adapun tanggung gugat perdata atas kerugian yang diderita orang lain itu dapat mencakup 3 (tiga) hal,
yaitu :

(@) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (“schuldaansprakelijkheid”) yang bertumpu pada 2 (dua) kriteria,
yaitu :

1. Melanggar hukum dan kesalahan (karena melanggar hukum si pelaku dipersalahkan).
2. Karena ia mengabaikan perbuatan melanggar hukum tersebut.

(b)  Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian (“schuld aansprakelijkheid
met omkering van de bewiislast”). Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat
tidak cukup hati-hati, tetapi sebaliknya tergugat yang wajib membuktikan untuk menghindari tanggung
gugat ia telah cukup berusaha untuk hati-hati sehingga ia tidak dapat dipersalahkan;

(c) Tanggung gugat berdasarkan risiko (“risiko aansprakelijkheid™), yaitu yang merupakan tanggung gugat
yang dipertajam, yaitu pertanggungjawaban untuk akibat kerugian tanpa melakukan perbuatan melanggar
hukum dan kesalahan.

Salah satu cara penyelesaian yang dapat ditempuh ialah melalui dasar hukum yang telah diberikan bagi
pelaksanaan profesi Indonesia yang dapat ditentukan dalam :

(1) Konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan Lafal Sumpah Jabatan Dokter yang tertuang dalam PP
1960/26 tentang Lafal Sumpah Dokter.

(2) Mengefektifkan berlakunya KODEKI yang merupakan Lampiran 1 dari SK Menteri Kesehatan Rl No.
434/MENKES/SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter di
Indonesia.

(3) Menegakkan Standar Profesi Medis.

(4)  Melaksanakan “informed consent” untuk setiap tindakan medis tertentu yang akan dilakukan.

(5)  Memenuhi kewajiban membuat catatan medik (rekam medis).

Pada akhirnya semua itu bertumpu pada Etik Kesehatan. Etik Kesehatan merupakan kekhususan dari etik
umum mengenai perawatan pelayanan kesehatan.

DASAR HUKUM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, tentang perikatan diatur dalam
Buku Il KUH Perdata, yang didasarkan sistem terbuka. Sistem terbuka ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1319
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu
nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan dimungkinkannya dibuat suatu perjanjian lain
yang tidak dikenal dalam KUHPerdata. Akan tetapi, terhadap perjanjian tersebut berlaku ketentuan mengenai
perikatan pada umumnya yang termuat dalam Bab | Buku Il KUHPerdata, dan mengenai perikatan yang
bersumber pada perjanjian yang termuat dalam Bab 1l Buku 11l KUHPerdata. Dengan demikian, untuk sahnya



perjanjian tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan akibat yang
ditimbulkannya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 1233 Bab | Buku Il KUHPerdata, menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan
dapat dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Dari ketentuan pasal ini, dapat
disimpulkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, dan perikatan dapat ditimbulkan dari
perjanjian. Bukan hanya perjanjian yang dapat menimbulkan perikatan, tetapi ketentuan perundang-undangan
juga dapat menimbulkan perikatan. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1339 dan Pasal 1347 Bab Il Buku IlI
KUHPerdata, terlihat konsekuensi logis tertentu mengenai sumber perikatan tersebut karena para pihak dalam
suatu perjanjian tidak hanya terikat pada hal-hal yang secara tegas.
Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai syarat sahnya Transaksi Terapeutik didasarkan Pasal 1320
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau
penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata). Sepakat ini dilihat dari rumusan aslinya berbunyi persetujuan
(toestemming) dari mereka yang mengikatnya dirinya. Berarti, di dalam suatu perjanjian minimal harus ada 2
(dua) subjek hukum yang dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Sepakat itu terjadi, jika
pernyataan-kehendak kedua subjek hukum itu bersesuaian, dalam arti kehendak dari pihak yang satu mengisi
kehendak pihak lainnya secara bertimbal balik. Dengan demikian, agar kehendak itu saling bertemu, maka
harus dinyatakan.

Adapun cara menyatakan persesuaian kehendak itu, dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara
tegas maupun diam-diam. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sepakat sebenarnya adalah persesuaian
pernyataan kehendak. Dengan demikian didasarkan asas konsensualisme, maka untuk terjadinya perjanjian
disyaratkan adanya persesuaian pernyataan kehendak dari kedua belah pihak.

Untuk membantu anggota dari staf mediknya dan menjamin penegasan tertulis dari informed consent
apabila dokter tidak dapat melakukan sendiri, maka pegawai rumah sakit, pegawai administrasi catatan
medik harus mengetahui prinsip hukum yang berhubungan dengan persetujuan pasien dan
pendokumentasiannya dalam catatan medik. Dengan demikian, penandatanganan formulir informed consent
dimaksudkan sebagai penegasan adanya kesepakatan pasien terhadap tindakan medik yang akan dilakukan.
Apabila ada formulir yang pantas yang ditandatangani oleh orang yang berhak memberikan informed
consent, maka pengadilan pada umumnya menerima sebagai alat bukti adanya kesepakatan.

Sehubungan dengan itu, di dalam Standar Pengakuan dari Komisi Kerja Sama dalam Pengakuan
Rumah Sakit (The Commission on Accreditation of Hospitals) berkaitan dengan catatan medik,
mensyaratkan pembuktian dari informed consent untuk prosedur atau pengobatan yang disyaratkan oleh
kebijaksanaan Rumah Sakit.

Kebijaksanaan Rumah Sakit mensyaratkan bahwa pasien atau wakil pasien menandatangani formulir
persetujuan untuk prosedur tertentu, yaitu :

a) Pembedahan / operasi baik besar ataupun kecil;
b) Semua prosedur yang menimbulkan lebih dari satu risiko yang dianggap tidak membahayakan;
c) Semua terapi radiologi;
d) Terapi elektro yang menentukan;
e) Semua prosedur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk segala informasi yang
berkaitan dengan prosedur atau tindakan tersebut dibuat secara tertulis.
2) Kecakapan untuk membuat perikatan

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kewenangan
seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329
dan 1330 KUHPerdata.
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Menurut Pasal 1329 KUHPerdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika
oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian, di dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut
orang-orang yang dinyatakan tidak cakap, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah
pengampunan, orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua
orang kepada siapa undang-undang telah melarang dibuat perjanjian tertentu.

Di dalam transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medik terdiri dari orang dewasa yang cakap
untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang memerlukan persetujuan dari
pengampunya, anak yang berada di bawah umur, tetapi jalan dianggap dewasa atau matang, anak di bawah
umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya.

Suatu hal tertentu

Di dalam Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok
suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya (ayat (1)). Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah
barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung (ayat (2)).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah
objek dari perjanjian. Kata barang tersebut di atas merupakan terjemahan kata zaak. Akan tetapi, kata zaak
itu juga dapat berarti urusan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan objeknya harus dapat ditentukan
adalah urusan tersebut harus dapat ditentukan atau dijelaskan.

Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang
oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dihubungkan dengan objek dalam transaksi terapeutik, maka urusan yang dimaksudkan adalah suatu
yang perlu ditangani, yaitu berupa upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan tersebut harus dapat dijelaskan
karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama yang didasarkan sikap saling percaya antara dokter dan
pasien. Oleh karena upaya penyembuhan yang akan dilakukan itu harus dapat ditentukan, maka diperlukan
adanya standar pelayanan medik.

Suatu sebab yang halal

Hal ini oleh undang-undang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat ditafsirkan secara contrario
menurut ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata.

Di dalam Pasal 1335 KUHPerdata disebutkan, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah
dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi 3 (tiga) macam perjanjian, yaitu
perjanjian dengan suatu sebab yang halal, perjanjian tanpa sebab, perjanjian dengan suatu sebab yang palsu
atau terlarang.

Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang
oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh
undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah
tujuannya.

Apabila di dalam persetujuan tersebut dicantumkan klausula bahwa pasien bersedia memikul segala
risiko dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari, maka bearti perjanjiannya mengandung sebab yang
bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan undang-undang. Alasannya, yaitu dokter sebagai profesional
di bidang pelayanan medik berkewajiban mengupayakan setiap tindakan medik dengan risiko yang sekecil
mungkin bagi pasien, dengan berpedoman pada asas itikad baik, asas tidak merugikan, dan asas
keseimbangan. Jika suatu tindakan medik mengandung risiko tinggi, sehingga diharuskan adanya suatu
informed consent secara tertulis dari pasien, maka tujuannya bukan untuk membebaskan dokter dari
tanggung jawab risiko, ataupun dari tuntutan penggantian kerugian dari pasiennya. Akan tetapi tujuannya
adalah untuk mendorong pasien agar berusaha bekerja sama sebaik-baiknya, mengingat tingginya risiko yang



harus dihadapi yang dapat merugikan atau membahayakan diri pasien. Oleh karena itu, informed consent
harus dipahami baik dari sudut kepentingan pasien ataupun kewajiban dokter.

INFORMED CONSENT DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Transaksi terapeutik merupakan kegiatan di dalam penyelenggaran praktek dokter berupa pemberian
pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pelayanan medik yang didasarkan atas keahlian dan
keterampilan, serta ketelitian. Pelayanan medik itu sendiri merupakan bagian pokok dari kegiatan upaya
kesehatan yang menyangkut sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya, yang harus tetap
dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Perkembangan ilmu kedokteran tidak terlepas dari perkembangan teknologinya berikut ciri khasnya,
maka sifat hubungan pelayanan medik yang diberikan secara profesional juga turut dipengaruhi. Padahal, sifat
hubungan pelayanan medik itu merupakan faktor utama yang menentukan hasil komunikasi antara dokter
dengan penderita (pasien), antara lain terjalinnya kerja sama yang baik, penataan terhadap aturan medik
(pengobatan), dan upaya pencapaian tujuan pelayanan medik.

Kenyataan itu dapat terlihat dari beberapa ciri khas teknologi secara umum, yang dikemukakan Faramelli
dan ditemukan dalam pelayanan medik profesional, yaitu :

1) Suasana empiris dan pragmatis. Artinya, bahwa segala permasalahan ingin diselesaikan secepatnya, dan hal
yang terpenting adalah suatu hasil yang sedapat mungkin dapat diukur.

2) Fungsionalisme. Artinya, bahwa yang diutamakan adalah perencanaan dan pelaksanaannya, atau yang lebih
diperhatikan adalah cara bagaimana sesuatu itu bekerja daripada mengapa sesuatu itu harus dikerjakan.

3) Mementingkan sarana, bukan tujuan. Pada umumnya mencari pemecahan masalah seringkali lebih mudah
daripada menyetujui masalah mana yang harus dipecahkan. Hal ini disebabkan, pencapaian tujuan menurut
keberanian untuk mengambil keputusan eksplisit tentang nilai, sebelum mencapai suatu pemecahan. Jadi
yang terpenting antara sarananya, karena masalah sarana tidak melibatkan nilai atau pertimbangan etis.

4) Preferensi untuk kuantitas di atas kualitas. Artinya, lebih mementingkan apa yang tersedia daripada apa yang
lebih baik.

5) Efisiensi dan keuntungan. Dalam hal ini pragmatism, fungsionalisme, dan preferensi untuk sarana dan
kuantitas bekerja sama guna meningkatkan efisiensi demi perolehan keuntungan yang lebih tinggi.

6) Manipulasi. Hal ini terjadi karena perhatian untuk efisiensi dan kuantitas menimbulkan keinginan untuk
semakin menguasai secara rasional semua fase kehidupan, karena hanya dengan cara ini produktivitas dapat
ditingkatkan pada taraf yang secara ekonomis efektif.'®

ASAS HUKUM DALAM PELAYANAN MEDIK

Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dirumuskan asas-asas yang memberikan arah
dalam pembangunan kesehatan, yaitu Asas Perikemanusiaan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, Asas Adil dan Merata, Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan, Asas
Kepercayaan pada Kemampuan dan Kekuatan Sendiri. Didasarkan asas-asas tersebut, pembangunan kesehatan
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu, guna mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang optimal, maka diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan
pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Di
dalam penyelenggaraannya, upaya kesehatan itu dilakukan secara serasi seimbang oleh pemerintah dan
masyarakat termasuk swasta. Untuk itulah, pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi baik upayanya
maupun sumber dayanya agar penyelenggaraannya berhasil guna dan berdaya guna.

10 Thomas, A.S. Pengantar Bioetika, Terjemahan Bertens, K. Gramedia, Jakarta, hal. 9



Dilihat dari sumber daya yang ada, maka dokter merupakan sumber daya yang paling utama yang
berperan dalam pelayanan medik. Adapun pelayanan medik tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan suatu
profesi yang merupakan pemberian pertolongan medik berdasarkan keahlian, keterampilan, dan ketelitian, yang
menimbulkan hubungan hukum dan dikenal sebagai transaksi terapeutik.

Oleh karena transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka berlaku
beberapa asas hukum yang mendasari atau terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sebagai berikut :

a. Asas Legalitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 asas ini tersirat dariketentuan Pasal 23,
yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan
sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Hal ini berarti
bahwa pelayanan medik hanya dapat terselenggara jika tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi
persyaratan dan perizinan yang diatur dalam perundang-undangan. Persyaratan dan perizinan praktik dokter
ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena di samping menyangkut pemerataan dan peningkatan
mutu pelayanan kesehatan, juga menyangkut kebijaksanaan pemerintah di dalam mengantisipasi usaha
penanaman modal asing dalam penyelenggaraan praktik pelayanan medik swasta yang cenderung
berorientasi bisnis (komersial) semata-mata. Sehubungan dengan itu, didasarkan Pasal 51 ayat (1) undang-
undang tersebut, sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta harus tetap
memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu, dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Asas
ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi terlaksananya otonomi profesional seorang dokter dalam
memberikan pelayanan medik. Untuk itu, undang-undang juga menegaskan bahwa bagi tenaga kesehatan
(termasuk dokter) yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya berhak memperoleh perlindungan
hukum. Otonomi profesional yang dimaksud adalah suatu bentuk kebebasan bertindak selaku profesional di
bidang kedokteran, yaitu untuk mengambil keputusan sesuai dengan rencana upaya yang ditentukannya
sendiri didasarkan keahlian, keterampilan dan ketelitian yang dimilikinya guna memberikan bantuan kepada
pasien yang membutuhkannya. Pengertian otonomi ini, mengandung dua unsur. Pertama, kemampuan untuk
mengambil keputusan tentang suatu rencana bertindak. Berarti dokter tersebut harus mampu memeriksa
alternatif yang ada dan membedakannya, karena harus dapat menjelaskannya kepada pasien yang
bersangkutan. Kedua, kemampuan untuk mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan, karena cara
melaksanakan rencana itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter selaku profesional.

b. Asas Keseimbangan. Oleh karena hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap
kepentingan manusia, juga memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu kekeadaan
semula, maka asas ini juga sangat diperlukan dalam pelayanan medik. Di dalam undang-undang Nomor 36
Tahun 2009, asas ini telah terkandung dalam Pasal 2, yaitu asas perikehidupan dalam keseimbangan.
Menurut asas ini, penyelenggaraan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan
individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual.

c. Asas Tepat Waktu. Asas ini sangat diperlukan karena akibat kelalaian memberikan pertolongan tepat pada
saat yang dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 58
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas ganti kerugian akibat
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Apalagi dokter selaku profesional dibidang
medik, maka seharusnya dapat bertindak tepat pada saat dibutuhkan. Didasarkan asas ini, suatu tindakan
yang harus segera dilakukan dalam rangka pelayanan medik, demi kepentingan pasien tidak dapat ditunda
semata-mata demi kepentingan pribadi dokter.

d. Asas itikad Baik. Di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik (geode trouw), yuridis dari kepatutan (billijkheid). Akibatnya, timbul kekacauan
pengertian, karena bona fides dalam arti sebenarnya terletak dalam jiwa manusia, sedangkan kepatutan ini
abstracto menurut sifatnya adalah suatu hal yang objektif. Apalagi di dalam Keputusan Hoge Raad tanggal 9



Februari 1923, istilah itikad baik dijumbuhkan dengan istilah redelijkheid (kelayakan) dan billijkheid
(kepatutan). Dalam hal ini, redelijk diartikan yang dapat diemgnerti dengan intelek, akal sehat, dan budi;
sedangkan billijk diartikan yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut, dan adil, dapat disimpulkan bahwa
tidak ada hukum tanpa keadilan, dan diterapkannya norma kesusilaan dalam hubungan hukum menunjukkan
mengalirnya norma kesusilaan di dalam hukum. Dengan demikian, didasarkan Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata tersebut di atas, maka pentaatan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian ditentukan oleh
kelayakan dan kepatutan menurut norma objektif yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma yang
berdasarkan penalaran dapat dipertanggungjawabkan.

Dihubungkan dengan pelayanan medik, karena dokter memiliki keahlian dan keterampilan sebagai
pengembang profesi di bidang ilmu kedokteran yang tidak dimiliki oleh pasien, maka pasien memberikan
kepercayaan kepada dokter untuk menolong dirinya. Dalam hal ini, didasarkan itikad baiknya maka dokter
berkewajiban memberikan pertolongan profesional yang bermutu dan bermartabat didasarkan kesungguhan
niat dan tanggungjawabnya.

Atas ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter baik untuk mematuhi standar

profesinya maupun dalam menghormati hak pasien dalam menjalankan tugasnya selaku profesional,
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam rumusan
pasal tersebut, yang dimaksud standar profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk
dalam menjalankan profesi secara baik.
. Asas Kejujuran. Asas ini juga seharusnya melandasi kewajiban dokter untuk mematuhi standar profesi dan
menghormati hak pasien seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
sebagaimana telah disebutkan di atas. Pada umumnya kejujuran seseorang dapat mengakibatkan perilakunya
dapat diduga sehingga mendorong orang lain untuk percaya. Oleh karena itu kejujuran disebut sebagai salah
satu faktor yang dapat menumbuhkan sikap percaya, sehingga kejujuran merupakan salah satu asas yang
penting perannya dalam suatu hubungan kepercayaan.

Didasarkan asas kejujuran ini dokter berkewajiban untuk memberikan pertolongan sesuai dengan
yang dibutuhkan oleh pasien, yaitu sesuai dengan standar profesinya. Penggunaan berbagai sarana yang
tersedia pada lembaga pelayanan medik, hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien yang
bersangkutan.

Selain itu, asas ini merupakan dasar bagi terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik
oleh pasien ataupun dokter dalam berkomunikasi. Kebenaran informasi ini erat kaitannya dengan hak setiap
manusia untuk mengetahui kebenaran. Sekalipun kebenaran itu disalurkan melalui komunikasi, tetapi tidak
berarti bahwa dokter harus memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai keadaan pasiennya.
Asas Kehati-hatian. Asas ini bersifat dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009, bahwa dokter bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan profesinya.
Pada dasarnya, setiap orang sebelum melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan orang lain harus
dibersikap berhati-hati. Apalagi dokter sebagai seorang ahli atau profesional di bidang medik, maka tindakan
harus didasarkan atas ketelitiannya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian,
dokter sebagai seorang profesional, bukan hanya dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, melainkan
juga ketelitian atau kecermatan bertindak.

Asas ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter untuk mematuhi standar profesi dan
menghormati hak pasien. Dalam hal ini, hak pasien yang dimaksudkan, yaitu hak informasi, dan hak untuk
memberikan persetujuan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009. Kedua hak itu, erat kaitannya dengan informed consent dalam transaksi terapeutik.
Oleh karena itu, jika seorang dokter melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya tanpa
mematuhi standar profesi dan informed consent yang menimbulkan kerugian pada pasien, maka pasien yang
bersangkutan berhak atas penggantian kerugian. Asas ini erat kaitannya dengan prinsip etis tidak merugikan



(nonmaleficence) yang merupakan cara teknis dalam menyatakan adanya kewajiban untuk tidak mencelakan
orang lain. Asas tidak merugikan sejak dahulu merupakan salah satu prinsip tradisional dari etik kedokteran
yang dikenal dengan istilah primum non nocere, artinya yang penting adalah tidak merugikan.

g. Asas Keterbukaan. Asas ini telah terkandung dalam Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan yang
dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelayanan medik merupakan salah satu
upaya kesehatan yang harus dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna, dan hanya dapat tercapai
apabila ada kerja sama antara dokter dan pasien didasarkan sikap saling percaya. Untuk itu, asas keterbukaan
diperlukan karena sikap saling percaya tersebut dapat ditumbuhkan jika terjalin komunikasi secara terbuka
antara dokter dan pasien. Di dalam komunikasi secara terbuka inilah akan diperoleh peluang bagi pasien
untuk mendapatkan penjelasan atau informasi dari dokter. Selain itu, didasarkan pada kemampuan,
keterampilan dan pengalamannya dokter juga dapat berupaya untuk mendapat informasi yang benar dari
pasien mengenai keluhan kesehatannya yang diperlukan dalam penyusunan anamnesa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asas-asas hukum tersebut di atas
bersumber pada prinsip etis yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat. Asas-asas hukum tersebut diatas,
besar peranannya sebagai landasan pokok dirumuskannya peraturan hukum yang dapat diberlakukan dalam
hubungan pelayanan medik. Dilihat dari ciri hubungan pelayanan medik yaitu sebagai pemberian pertolongan,
maka asas-asas tersebut telah terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, baik yang mengatur tentang tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan medik, maupun individu
sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Penyelesaian Sengketa Antara Rumah Sakit Sebagai Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan (YANKES)
Dengan Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan (YANKES). Undang-undang nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen dimaksudkan tidak bertujuan untuk mematikan usaha para pelaku usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa Pelayanan
Kesehatan dengan konsumen jasa Pelayanan Kesehatan tersedia 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi, yaitu
penyelesaian sengketa di jalur peradilan dan jalur nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan.

Apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dalam Pasal 45 dan Pasal 44 dengan demikian tidak dapat diterapkan terhadap hubungan hukum antara Rumah
Sakit sebagai produsen jasa YANKES dengan pasien sebagai konsumen jasa Y ANKES.

Apabila langkah-langkah dan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tersebut dicermati lebih lanjut dari aspek hukum acaranya, baik perdata maupun pidana, maka upaya yang
dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat dalam mengupayakan perlindungan bagi konsumen itu baru merupakan tahap penyelidikan. Untuk
mendapatkan putusan salah tidaknya pelaku usaha atau konsumen masih harus melibatkan kepolisian dan
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya di bidang perlindungan konsumen. Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan tugas
penyelidikan yang dilakukan oleh POLRI dan/atau bersama-sama dengan PPNS tertentu ini diatur dalam Pasal
59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Putusan Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai
dengan ketentuan Pasal 10 KUHP jo Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bila
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha itu mengakibatkan luka, sakit berat, cacat tetap atau kematian
diberlakukan ketentuan KUHP. Terhadap sanksi pidana yang dimaksud dengan Pasal 62 tersebut dapat
dijatuhkan hukuman tambahanyang diatur dalam Pasal 63 a sampai dengan f. hukuman tambahan yang
dimaksud dapat berupa :

a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman putusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;



d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dan peredaran; dan
f. Pencabutan izin usaha.

KESIMPULAN

1. Pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi
hak dan status hukumnya dan Rumah Sakit sebagai salah satu jenis sarana kesehatan merupakan tempat
bekerjanya profesional di bidang kesehatan yang menjunjung tinggi etik profesi dan hukum yang
menghasilkan produk jasa pelayanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan yang baik dan tidak
mendahulukan putusan yang lain umpannya biaya. Pelayanan yang baik dan bermutu secara
berkesinambungan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh yang satu
dengan yang lain terkait sedemikian rupa sehingga terlaksana pelayanan kesehatan yang prima.

2. Hubungan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berakibat tanggung jawab hukum diantara keduanya,
masing-masing subyek hukum berupaya untuk memberikan solusi terbaik apabila terjadi perselisihan
masalah pelayanan kesehatan dimana pasien lebih dilindungi sebagai pengguna jasa layanan kesehatan.
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN|

ABSTRACT

The legal objective this research is to protect the public as consumers of service users, against arbitrary actions
if there is authority in health services that causes harm, then there must be a party who is legally responsible, namely the
hospital. Patients as users of health services are legal subjects whose rights and legal status must be protected. Hospital as a
type of health facility is a work place for professionals in the health sector who uphold professional ethics and the law that
produces health service products that prioritize good service and do not prioritize other decisions, such as costs. The
research method uses normative juridical law by interviewing (interviews) with related responsibilities, related to the
practice of health service responsibility. The results showed that good and quality services on an ongoing basis, in fact,
show the implementation of comprehensive services which are related to one another in such a way as to provide excellent
health services. The therapeutic contractual relationship between doctor and patient results in legal responsibility among
all, each legal subject strives to provide the best solution in disputes over health care problems where patients are more
protected as users of health services. Hospital as a health facility functions to make efforts to provide basic health services
or referral health, and / or support health services.

Keywords: Protection Law, Hospital Service

ABSTRAKSI

Tujuan hukum penelitian ini adalah untuk melindungi masyarakat selaku konsumen pengguna jasa, terhadap
tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan
kerugian, maka perlu terdapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab yaitu pihak rumah sakit. Pasien selaku pengguna
layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya. Rumah Sakit
merupakan sarana penyedia layanan kesehatan sekaligus tempat bekerja bagi para profesional di bidang kesehatan yang
menjunjung tinggi etik profesi dan hukum dengan bentuk jasa layanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan yang baik
dan tidak mendahulukan putusan yang lain umpamanya biaya. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis normatif
dengan wawancara (interview) dengan pejabat yang berwenang, terkait praktek tanggung jawab pelayanan kesehatan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kualitas jasa layanan kesehatan pada dasarnya terbentuk atas pelaksanaan pelayanan yang
menyeluruh antara satu dengan lainnya saling berkaitan sedemikian rupa sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang
prima. Hubungan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berakibat tanggung jawab hukum diantara keduanya, masing-
masing subyek hukum berupaya untuk memberikan solusi terbaik apabila terjadi perselisihan masalah pelayanan kesehatan
dimana pasien lebih dilindungi sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana layanan kesehatan
yang berperan dalam melaksanakan usaha dalam Pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, maupun usaha
Pelayanan Kesehatan penunjang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Layanan Kesehatan

LATAR BELAKANG

Pembangunan di ranah kesehatan pada dasarnya diperuntukan buat tingkatkan pemahaman, keinginan
serta keahlian hidup sehat untuk tiap orang buat mewujudkan kondisi kesehatan yang maksimal selaku salah
satu faktor kesejahteraan sebagaimana dituliskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negeri Republik
Indonesia Tahun 1945. Dokter selaku salah satu komponen penting pemberi pelayanan kesehatan kepada warga
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memiliki peranan yang sangat berarti sebab terpaut langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan serta

kualitas pelayanan yang diberikan.

Landasan utama untuk dokter buat bisa melaksanakan aksi kedokteran terhadap orang lain merupakan
ilmu pengetahuan, teknologi serta kompetensi yang dipunyai, yang diperoleh lewat pembelajaran serta
pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya wajib terus menerus dipertahankan serta ditingkatkan cocok dengan
kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi itu sendiri.

Dokter dengan fitur keilmuan yang dimilikinya memiliki ciri yang khas. Kekhasannya ini nampak dari
pembenaran yang dilakukan oleh hukum yang diperbolehkannya melaksanakan aksi kedokteran terhadap badan
manusia dalam upaya memelihara serta tingkatkan derajat kesehatan. Aksi kedokteran terhadap badan manusia
yang dicoba bukan oleh dokter bisa digolongkan dalam tindak pidana.

Berkurangnya keyakinan warga terhadap dokter serta maraknya tuntutan hukum yang diajukan warga
berusia ini kerapkali diidentikkan dengan kegagalan upaya pengobatan yang dicoba dokter. Kebalikannya
apabila aksi kedokteran yang dicoba bisa sukses, dikira kelewatan, sementara itu dokter dengan fitur ilmu
pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya cuma berupaya buat mengobati, serta kegagalan pelaksanaan ilmu
medis tidak senantiasa identik dengan kegagalan dalam aplikasi medis.

Bermacam upaya hukum yang dicoba dalam membagikan proteksi merata kepada warga selaku
penerima pelayanan, dokter selaku pemberi pelayanan sudah banyak dicoba, hendak namun kemajuan ilmu
pengetahuan serta teknologi medis yang tumbuh sangat kilat tidak sebanding dengan pertumbuhan hukum.
bidang hukum yang mengendalikan penyelenggaraan aplikasi medis dialami belum mencukupi, sepanjang ini
masih didominasi oleh kebutuhan resmi serta kepentingan pemerintah, sebaliknya jatah profesi masih sangat
kurang.

Dokter dalam melakukan tindakan medis tidak hanya patuh pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga
harus menaati aturan kode etik yang dibangun oleh organisasi profesi dan diacu sesuai disiplin ilmu kedokteran.
Dalam mewujudkan pelayanan kedokteran yang optimal sesuai saling percaya serta saling menghormati, maka
dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter. Komunikasi yang efektif terdiri dari :

a) Mendegarkan keluhan, menanyakan keadaan, serta menghargai perspektif orang lain dan keyakinan pasien
yang berhubungan dengan keluhannya;

b) Menanggapi pertanyaan yang diajukan atau yang dibutuhkan tentang keadaan, diagnosis, terapi dan
prognosis pasien, dan perencanaan perawatan melalui penggunaan cara yang bijaksana serta bahasa yang
mudah dipahami pasien. memberikan informasi yang berkaitan tujuan pengobatan, obat yang digunakan,
cara penggunaan dan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi; dan

¢) Memberikan edukasi tentang kondisi pasien dan tindakan medis yang dijalankan kepada keluarganya, setelah
memperoleh persetujuan dari pasien.

seandainya seorang pasien mendapat kejadian yang tidak diinginkan selama berlangsungnya tindakan
dokter, maka dokter yang berkaitan dengan tindakan tersebut atau penanggungjawab pelayanan medis harus
menjelaskan kondisi yang terjadi tentang dampak jangka pendek dan panjang serta perencanaan tindakan medis
yang nantinya akan dilakukan secara jelas, benar dan lengkap dan menunjukkan empati atas kondisi yang
terjadi.

Sesuai dengan fungsi Rumah Sakit sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan usaha pelayanan
kesehatan (YANKES) oleh tenaga profesional yang tertulis pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas untuk pelayanan kesehatan, dikategorikan jenis pelayannya
terdiri dari a) Pelayanan kesehatan perseorangan:, serta b) Pelayanan kesehatan masyarakat.

Fasilitas untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud terdiri atas pelayanan kesehatan
tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Penjelasan tentang
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pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat dasar. Penjelasan tentang pelayanan tingkat kedua merupakan pelayan kesehatan
yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat spesialistik. Serta penjelasan tentang pelayanan
kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dari
sub spesialistik.

Rumah Sakit merupakan tempat fasilitas kesehatan yang berguna untuk menjalankan usaha YANKES
dasar maupun kesehatan rujukan, serta usaha YANKES penunjang. Pada dasarnya upaya YANKES dilakukan
secara bertingkat dari usaha YANKES dasar sampai usaha rujukan yang paling tinggi. fungsi YANKES di
fasilitas YANKES dasar, seperti tindakan medis dokter, PUSKESMAS tidak dapat melakukan pelayanan
tersebut, maka harus disesuaikan kepada fasilitas kesehatan rujukan lainnya yang lebih tinggi, yaitu semacam
Rumah Sakit, dokter spesialis, dan sebagainya. Adapun yang dijelaskan sebagai usaha YANKES penunjang
adalah usaha yang dilakukan oleh fasilitas YANKES penunjang, yaitu melalui laboratorium ataupun apotik.

Keadaan yang telah dijelaskan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam usaha menjalankan kegiatan
YANKES di Rumah Sakit mencakupsemua proses tindakan yang mengganti masukan yang berbentuk penderita
/ pasien untuk selanjutnya ditangani dengan proses serta prosedur produksi, yaitu bagian tentang proses
tranformasi dari pasien untuk bisa sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses transformasi yang
mencakup semua proses tindakan di Rumah Sakit itu memaksimalkan semua perangkat keras yang berisi bagian
dasar sarana, prasarana dan peralatan termasuk semua perangkat lunak yang mencakup manajemen, pembiayaan
serta sumber daya manusia.

Peraturan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, berisi kesehatan yang

menjalankan dengan tegas bentuk perlindungan hukum yang menjadi hak dari Tenaga Kesehatan saat
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan profesinya. Penjelasan tentang standar profesi merupakan pedoman
yang harus dilakukan sesuai aturan dalam melakukan profesi secara optimal. Tenaga kesehatan tidak hanya
harus mengikuti standar profesi tetapi juga harus menghargai hak pasien, diantaranya adalah hak mendapat
informasi, hak untuk memperoleh persetujuan, hak tentang rahasia kedokteran, serta hak mendapat pendapat
kedua (second opinion). Tenaga Kesehatan yang diketahui tidak sesuai dengan standar profesi maka bisa
mendapat kategori telah melakukan tindakan yang salah atau kelalaian saat menjalankan profesinya, sehingga
bisa diberikan tindakan kedisiplinan. Peraturan tentang ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ini dijalankan
oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang dikendalikan oleh Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun
1995. Tindakan kedisiplinan yang digunakan adalah salah satu bentuk tindakan administratif, yakni berbentuk
pencabutan izin praktek dokter dalam jangka waktu tertentu maupun dalam bentuk hukuman lainnya yang
berkaitan dengan jumlah kesalahan atau kelalaian yang ada.
Peraturan profesi yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan praktik di Rumah Sakit tidak lain berfungsi
untuk menjaga standar dan / atau mutu YANKES yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa proses serta
prosedur pengendalian kualitas merupakan usaha YANKES di Rumah Sakit yang sudah distandardisasi. Jika hal
tersebut dihubungkan dengan jasa yang dilakukan oleh para tenaga medis profesional di rumah sakit, yang saat
melakukan tugas profesinya itu diatur oleh kode etik profesi serta lafal sumpah dokter. Hal ini akan sangat
berhubungan dengan tanggung jawab sebuah rumah sakit selaku sarana upaya dalam menjalankan YANKES di
Rumah Sakit pada perlindungan pasien yang merupakan konsumen jasa menuju hasil usaha YANKES (yaitu
sembuh maupun mati). Tujuan penelitian hukum yang akan dicapai adalah untuk melindungi masyarakat selaku
konsumen pengguna jasa, terhadap tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan kewenangan
dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian, maka perlu adanya pihak yang seharusnya
bertanggung jawab secara hukum, yaitu pihak rumah sakit.

IMETODE PENELITIAN
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Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif , maka bahan penelitian yang diperlukan
adalah data primer sekaligus data sekunder. Data primer yang dipakai dalam penelitian diambil secara langsung
dari responden melalui proses wawancara (interview) dengan pejabat yang berkaitan dengan praktek tanggung
jawab jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier?. Penjelasan bahan hukum primer adalah hukum yang
memiliki kekuatan otoritatif karena dibuat oleh badan yang berwenang yang terdiri dari undang-undang dan
putusan-putusan Pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASPEK YURIDIS PELAYANAN KESEHATAN

Keterkaitan hukum yang dibentuk dari hubungan Pelayanan Kesehatan (YANKES) dari dokter dengan
pasien ini telah membentuk aspek hukum yang ada di bidang hukum perdata, hukum administrasi, serta hukum
pidana. Pada bagian hukum perdata yang sampai saat ini masih digunakan dalam ketentuan umum hukum

perdata tertulis informasi dari Belanda yang berupa gugatan perdata. Tanggung gugat perdata yang ada di

bidang YANKES bisa dimunculkan sesuai hukum perdata BW setidaknya karena adanya 3 (tiga) hal, yakni :

1. Sebab “wanprestasi”;

2. Sebab perbuatan yang melanggar hukum (“onrechtmatige daad”);

3. sebab membuat mati/cacat tubuh akibat kurang hati-hati serta cermat (dalam proses usaha kesembuhan).
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang menjelaskan Kesehatan dalam Pasal 58 ayat (1) tertulis bahwa

“setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara

kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang

diterimanya”, sedangkan ayat (2) menjelaskan dasar hukum untuk penuntutan ganti rugi sesuai apa yang
dijalankan dalam Burgerlik Wet Boek dengan ketentuan perundangan yang digunakan secara umum. Peraturan
yang ada di dalam Burgerlik Wet Boek dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pasal 1234 (BW) yang menjelaskan aturan umum yang menjalankan dasar hukum untuk permintaan ganti
rugi dikarenakan oleh “wanprestasi”. Tidak berjalannya prestasi sesuai ketentuan yang dijanjikan karena
kurang hati-hati serta cermat ketika menjalankan usaha kesembuhan.

(2) Pasal 1365 (BW) adalah aturan umum yang menjalankan dasar hukum untuk penggantian kerugian akibat
tindakan yang melanggar hukum (“onrechtmatige daad”).

Pembahasan tentang “onrechtmatige daad” ini membutuhkan persyaratan yang harus dijalani untuk bisa
diberlakukan ketentuan Pasal 1365 (BW) yaitu, (1) adanya tindakan (berbuat / tidak berbuat); (2) tindakan yang
dilakukan menunjukkan pelanggaran hukum (yaitu melakukan pelanggaran undang-undang maupun peraturan
tertulis); (3) adanya kerugian; (4) adanya kaitan sebab akibat (hubungan kausal) diantara tindakan pelanggaran
hukum dengan bentuk kerugian yang dialami; serta (5) adanya bentuk kesalahan (“schuld”). Penjelasan tentang
bagian kesalahan sesuai Pasal 1365 (BW) adalah si pelaku pada dasarnya harus bertanggung jawab, sebab
menyadari akibat dari tindakan yang dilakukan.

fTanggung gugat perdata karena kerugian yang dialami orang lain itu bisa dijelaskan dalam 3 (tiga)
bagian, yaitu :

(@) Tanggung gugat sesuai bentuk kesalahan (“schuldaansprakelijkheid”) yang berkaitan pada 2 (dua)
golongan, yaitu :

1. Pelanggaran hukum dan kesalahan (akibat melanggar hukum si pelaku mendapat kesalahan).

2. akibat pengabaian terhadap tindakan yang melanggar hukum tersebut.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta,
hlm. 14-15



(b) Tanggung gugat sesuai bentuk kesalahan dilakuakn dengan pembalikan beban pembuktian (“schuld
aansprakelijkheid met omkering van de bewiislast™). Penjelasan ini penggugat tidak harus menunjukkan
bukti bahwa tergugat tidak berhati-hati, namun sebaliknya tergugat yang harus menunjukkan bukti untuk
menghindari tanggung gugat dalam upaya untuk berhati-hati sehingga menjadi tidak dipersalahkan;

(c) Tanggung gugat sesuai risiko (“risiko aansprakelijkheid”), menjelaskan bahwa tanggung gugat yang
diperjelas, yaitu pertanggungjawaban karena sebab kerugian tanpa menjalankan tindakan melanggar
hukum dan kesalahan.

Salah satu bentuk penyelesaian yang bisa dijalankan adalah dengan dasar hukum yang telah dtetapkan
bagi pelaksanaan profesi Indonesia sesuai ketentuan dalam :

(1) Konsisten dan konsekuen pelaksanaan Lafal Sumpah Jabatan Dokter yang tertulis dalam PP 1960/26
tentang Lafal Sumpah Dokter.

(2) Mengefektifkan ketetapan KODEKI yang menjadi Lampiran 1 dari SK Menteri Kesehatan RI No.
434/MENKES/SK/X/1983 tentang penggunaan Kode Etik Kedokteran Indonesia untuk para dokter di
Indonesia.

(3) Menjalankan Standar Profesi Medis.

(4) Menggunakan “informed consent” bagi setiap perbuatan medis tertentu yang akan dijalani.

(5) Melaksanakan kewajiban dalam pembuatan catatan medik (rekam medis).
kesimpulannya semua itu berkaitan dengan Etik Kesehatan. Etik Kesehatan sendiri adalah kekhususan

dari etik umum tentang perawatan pelayanan kesehatan.l

DASAR HUKUM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Penjelasan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia hingga saat ini, merupakan perikatan yang
ditentukan dalam Buku Il KUH Perdata, yang ditetapkan sistem terbuka. Sistem terbuka ini muncul dalam
peraturan Pasal 1319 KUH Perdata, dengan pernyataan bahwa :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu
nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.

Berdasarkan peraturan pasal tersebut diatas, bisa ditangkap bahwa dimungkinkannya pembuatan suatu
perjanjian lain yang tidak diketahui oleh KUHPerdata namun dengan perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan
aturan tentang perikatan yang pada dasarnya ada dalam Bab | Buku 11l KUHPerdata, serta mengenai perikatan
yang muncul pada perjanjian yang tertulis dalam Bab Il Buku 111 KUHPerdata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
dalam pengesahan perjanjian tersebut, harus diberlakukan persyaratan yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
serta dampak yang muncul diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang berisi tentang asas pokok hukum
perjanjian.

Berikutnya, peraturan Pasal 1233 Bab | Buku Ill KUHPerdata, menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan
dapat dibentuk baik sebab perjanjian, ataupun sebab undang-undang. Berdasarkan aturan pasal ini, dapat
dijelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu asal dari perikatan, dan perikatan dapat bersumber dari perjanjian.
Tidak hanya perjanjian yang bisa menyebabkan perikatan, tetapi juga aturan perundang-undangan bisa
memunculkan perikatan. Dikaitkan pada aturan Pasal 1339 serta Pasal 1347 Bab Il Buku Ill KUHPerdata,
menunjukkan dampak logis tertentu yang berkaitan dengan sumber perikatan tersebut sebab para pihak dalam
suatu melaksanakan perjanjian harus terikat pada hal-hal yang secara tegas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu diketahui tentang syarat sahnya Transaksi Terapeutik ditetapkan
sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yang menunjukkan bahwa dalam pengesahan perjanjian dibutuhkan 4 (empat)
syarat sebagai berikut :

Commented [A3]: Berikan analisa terhadap bagian ini, karena ini
akan menjadi kajian pustaka jika tetap begini




1) Kesepakatan untuk mengikatkan diri
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Secara yuridis, yang dijelaskan adanya kesepakatan adalah ketika tidak ada kekhilafan, maupun
paksaan, serta penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata). Kesepakatan ini ditunjukkan dari rumusan asli yang
tertulis persetujuan (toestemming) dari kelompok yang mengikatkan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa di
dalam suatu perjanjian setidaknya ada 2 (dua) subjek hukum yang bisa menjelaskan maksud kehendaknya
dalam mengikatkan diri. Kesepakatan itu terjadi, ketika pernyataan-kehendak dari kedua subjek hukum itu
berkaitan, yang berarti kehendak dari pihak yang satu melengkapi kehendak dari pihak lainnya secara timbal
balik. Dapat disimpulkan agar kehendak itu saling bertemu, maka butuh adanya pernyataan.

Proses untuk menyatakan persesuaian kehendak itu, bisa digunakan melalui berbagai bentuk, baik
secara tegas ataupun diam-diam. Oleh sebab itu yang dijelaskan dengan kesepakatan sebenarnya merupakan
persesuaian pernyataan kehendak. Dengan demikian didasarkan asas konsensualisme, maka untuk terjadinya
perjanjian yang dibutuhkan adanya kesesuaian pernyataan kehendak dari kedua belah pihak.

Tindakan menolong anggota dari staf mediknya serta melindungi penegasan tertulis dari informed
consent jika dokter tidak bisa menjalankan sendiri, maka pegawai rumah sakit, pegawai administrasi catatan
medik perlu memahami prinsip hukum yang berkaitan dengan persetujuan pasien serta
pendokumentasiannya sesuai dengan catatan medik. Artinya dalam penandatanganan formulir informed
consent dijelaskan sebagai penegasan bahwa ada kesepakatan pasien dengan perbuatan medik yang akan
dijalani. Jika ada formulir yang sesuai untuk ditandatangani oleh orang yang berhak membuat informed
consent, maka pengadilan pada dasarnya mengakui sebagai barang bukti adanya kesepakatan.

Berkaitan dengan itu, penjelasan tentang Standar Pengakuan dari Komisi Kerja Sama dalam
Pengakuan Rumah Sakit (The Commission on Accreditation of Hospitals) bersinggungan dengan catatan
medik, yang membutuhkan pembuktian dari informed consent dalam prosedur maupun pengobatan yang
dibutuhkan oleh kebijaksanaan Rumah Sakit.

Kebijaksanaan Rumah Sakit menjelaskan bahwa pasien atau wakil pasien menandatangani formulir
persetujuan sebagai prosedur yang akan dijalani, yaitu :

a) Pembedahan / operasi baik secara besar maupun kecil;

b) Semua prosedur yang memunculkan lebih dari satu risiko yang dirasa tidak membahayakan;

c) Semua terapi radiologi;

d) Terapi elektro yang berisiko;

e) Semua prosedur yang dibutuhkan oleh peraturan perundang-undangan. Semua informasi yang
berhubungan dengan prosedur maupun tindakan tersebut disampaikan secara tertulis.

Kecakapan dalam pembuatan perikatan

Penjelasan yuridis tentang kecakapan dalam pembuatan perikatan adalah kewenangan seseorang
dalam mengikatkan diri, sebab diperbolehkannya dalam undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1329
dan 1330 KUHPerdata.

Maksud dalam Pasal 1329 KUHPerdata bahwa setiap orang merupakan pribadi yang cakap dalam
membuat perikatan. Berikutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut orang-orang yang disebut tidak cakap
adalah orang yang belum dewasa, kondisi tidak cakap adalah di bawah pengampunan, orang perempuan, dan
pada dasarnya adalah semua orang yang dilarang oleh undang-undang membuat perjanjian tertentu.

Penggunaan transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medik berasal dari orang dewasa yang
memiliki kecakapan dalam bertindak, orang dewasa yang tidak memiliki kecakapan untuk bertindak
sehingga membutuhkan persetujuan dari pengampunya, anak yang masih di bawah umur namun sudah
dianggap dewasa dan matang, anak yang masih di bawah umur dan membutuhkn persetujuan dari orang
tuanya atau walinya.

3) Suatu hal tertentu



Penjelasan Pasal 1333 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian wajib memiliki pokok suatu
barang yang setidaknya ditetapkan jenisnya (ayat (1)). Bukan menjadi halangan jika jumlah barang tidak
sesuai, hanya saja jumlah itu dapat ditetapkan atau dihitung (ayat (2)).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaknai dengan suatu hal tertentu
adalah objek dari suatu perjanjian. Istilah barang merupakan definisi kata zaak. Penggunaan kata zaak itu
juga bisa diartikan urusan. Berdasarkan definisi tersebut, yang dimaknai dengan objek haruslah bisa
dikategorikan sebagai urusan serta harus dapat dijelaskan.

Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang. Makna dilarang
dalam undang-undang adalah apabila berlawanan dengan norma kesusilaan maupun ketertiban umum. Jika
dikaitkan dalam objek di transaksi terapeutik, maka penjelasan urusan yang dibutuhkan adalah suatu yang
sifatnya perlu diperbaiki, yaitu berupa usaha penyembuhan. Usaha penyembuhan tersebut perlu untuk bisa
dipahami sebab dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerja sama yang disesuaikan dengan sikap saling percaya
baik antara dokter maupun pasien. Dengan demikian usaha penyembuhan yang akan dijalankan itu harus
dapat ditetapkan serta membutuhkan adanya standar pelayanan medik.

Suatu sebab yang halal

Penjelasan ini oleh undang-undang tidak diartikan secara jelas, tetapi dapat ditafsirkan secara
contrario dalam aturan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Penjelasan Pasal 1335 KUHPerdata
disampaikan bahwa jika dalam suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang
palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan. Berdasarkan arti tersebut, dapat
dimaknai bahwa bisa terjadi 3 (tiga) macam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian yang terbentuk karena suatu
sebab yang halal, perjanjian yang tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau
terlarang.

Penjelasan Pasal 1337 KUHPerdata disampaikan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika oleh
undang-undang menunjukkan berlawanan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu
makna suatu sebab yang halal merupakan sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, norma kesusilaan
maupun ketertiban umum, serta yang dijelaskan sebagai sebab adalah tujuannya.

Jika penjelasan dalam persetujuan tersebut disebutkan klausul bahwa pasien siap memikul segala
risiko dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari, maka berarti perjanjian tersebut mengandung sebab
yang bertentangan dengan kepatutan, norma kesusilaan dan undang-undang. Dokter selaku profesional di
bidang pelayanan medis memiliki kewajiban dalam mengusahakan setiap perbuatan medik dengan risiko
yang terkecil pada pasien, dengan berpedoman yang sesuai dengan asas itikad yang baik, asas untuk tidak
merugikan, serta asas keseimbangan. Apabila suatu perbuatan medis memiliki risiko yang tinggi, yang
menyebabkan harus melakukan suatu informed consent secara tertulis dari pasien, maka tujuan tindakan ini
bukan untuk membuat dokter berlepas tangan dari tanggung jawab saat terjadi risiko, maupun dari tuntutan
atas kerugian dari pasiennya. Informed consent yang dilakukan justru bertujuan untuk mendorong pasien
dapat berupaya bekerja sama dengan sebaik mungkin, mengingat karena tingginya risiko yang harus
dihadapi atas kerugian dan bahaya dalam diri pasien. Dapat disimpulkan bahwa fungsi informed consent
harus dipahami dengan baik dari perspektif kebutuhan pasien maupun kewajiban dokter.
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INFORMED CONSENT DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Transaksi terapeutik adalah kegiatan yang berlangsung dalam penyelenggaran praktek dokter saat
melaksanakan pelayanan kesehatan secara individual atau dinamakan pelayanan medik yang dilakukan atas
dasar keahlian dan keterampilan, serta ketelitian. Pelayanan medik adalah bagian inti dalam menjalankan
kegiatan untuk mengusahakan kesehatan yang mencakup sumber daya kesehatan untuk mendukung
penyelenggaraan dan dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Kemajuan ilmu kedokteran berkaitan dengan perkembangan teknologi serta sifat hubungan pelayanan
medik yang dilakukan secara profesional juga turut mengalami perubahan walaupuan sifat hubungan pelayanan



medik itu sebenarnya mengarah pada faktor inti dalam menetapkan hasil komunikasi antara dokter dengan

pasien, antara lain dengan menjalin kerja sama yang baik, pengaturan pada aturan medik (pengobatan), dan

usaha mencapai tujuan pelayanan medik.
Kenyataan itu bisa digambarkan dari hal-hal yang khas dengan perkembangan teknologi secara umum,
sesuai penjelasan Faramelli dan dilaksanakan dalam pelayanan medik profesional, yaitu :

1) Suasana empiris dan pragmatis. Menjelaskan bahwa semua bentuk permasalahan yang ingin diselesaikan
dengan cepat, serta hal yang terpenting merupakan suatu hasil yang sangat mungkin diukur.

2) Fungsionalisme. menjelaskan bahwa yang diprioritaskan adalah perencanaan serta penerapannya, dengan
fokus utama adalah proses sesuatu itu bekerja daripada alasan sesuatu itu harus dikerjakan.

3) Mementingkan sarana, bukan tujuan. Pada dasarnya melakukan pemecahan masalah terlihat lebih mudah
daripada mengambil keputusan untuk menyetujui masalah mana yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi
karena pencapaian tujuan menuntut keberanian dalam mengambil keputusan eksplisit tentang nilai, baru
kemudia proses pemecahan masalah. Hal yang terpenting antara sarananya adalah faktor masalah sarana
yang tidak melibatkan nilai maupun pertimbangan etis.

4) Preferensi untuk kuantitas di atas kualitas. Menjelaskan bahwa lebih diutamakan apa yang tersedia daripada
apa yang lebih baik.

5) Efisiensi dan keuntungan. Menjelaskan dalam pragmatism, fungsionalisme, serta preferensi sebagai sarana
dan kuantitas bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi guna pencapaian keuntungan yang lebih tinggi.

6) Manipulasi. Kondisi ini terjadi sebab perhatian pada efisiensi dan kuantitas memunculkan kemauan untuk
semakin menguasai secara rasional semua fase dalam kehidupan. Hanya dengan bentuk ini produktivitas
menjadi meningkat pada taraf yang efektif secara ekonomis.®

ASAS HUKUM DALAM PELAYANAN MEDIK

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan asas-asas yang menuju
arah pada pembangunan kesehatan, yaitu Asas Perikemanusiaan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, Asas Adil dan Merata, Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan, Asas
Kepercayaan pada Kemampuan dan Kekuatan Sendiri. Berdasarkan asas-asas tersebut, pembangunan kesehatan
memiliki fungsi dalam meningkatkan kesadaran, keinginan, serta kemampuan hidup sehat untuk setiap orang
sehingga tercapai kondisi kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh sebab itu, dalam mencapai kondisi
kesehatan masyarakat yang optimal, maka dibutuhkan usaha kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,
peningkatan kesehatan (promotif), tindakan pencegahan dari penyakit (preventif), tindakan pada penyembuhan
penyakit (kuratif), dan tindakan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dijalani secara keseluruhan, terpadu
dan berkelanjutan. Pada proses pelaksanaannya, usaha kesehatan itu dilaksanakan secara seimbang oleh
berbagai pihak diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Alasan itulah yang menyebabkan pemerintah
perlu mengorganisir, membina dan mengevaluasi baik dari sisi usaha maupun sumber daya sehingga
pelaksanaannya efektif dan berdaya guna.

Berdasarkan dari sumber daya yang dimiliki, maka profesi dokter menjadi sumber daya yang paling
penting dalam menjalankan pelayanan medik. Bentuk pelayanan medik tersebut dijalani dengan pelaksanaan
suatu profesi yang melakukan pemberian bantuan medis sesuai keahlian, keterampilan, dan ketelitian, yang
berakibat pada hubungan hukum atau biasa dikenal dengan transaksi terapeutik.

Tindakan penyelesaian Sengketa Antara Rumah Sakit selaku Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan
(YANKES) dengan pasien selaku pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan (YANKES) dilakukan dari berbagai
perspektif. Adanya Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak bertujuan guna
mematikan karya para pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan yang terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa
Pelayanan Kesehatan dengan konsumen jasa Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu

3 Thomas, A.S. Pengantar Bioetika, Terjemahan Bertens, K. Gramedia, Jakarta, hal. 9



jalur litigasi, yaitu jalur penyelesaian sengketa melalui peradilan dan jalur nonlitigasi, yaitu jalur penyelesaian
sengketa melalui luar peradilan.

Ketetapan yang telah dituliskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Pasal 45 dan Pasal 44 menunjukkan bahwa tidak dapat diterapkan terhadap hubungan hukum
antara Rumah Sakit sebagai produsen jasa YANKES dengan pasien sebagai konsumen jasa YANKES. Jika
lebih memahami langkah-langkah dan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut
sesuai aspek hukum acaranya, baik perdata maupun pidana, maka usaha yang dibuat oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam tindakan perlindungan
bagi konsumen itu akan menjadi tahap penyelidikan. Dalam memperoleh putusan bersalah atau tidak maka
pelaku usaha atau konsumen perlu mengikutsertakan pihak lain seperti kepolisian dan pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggungjawab di sektor
perlindungan konsumen. Berikutnya tentang teknis penyelenggaraan tugas penyelidikan yang dilaksanakan oleh
POLRI dan/atau bersama-sama dengan PPNS tertentu telah ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

IKeputusan Pengadilan Negeri untuk memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda
menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 10 KUHP jo Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999. Apabila jenis pelanggaran yang dibuat oleh pelaku usaha itu menyebabkan luka,
sakit berat, cacat tetap atau kematian maka dijerat sesuai ketentuan KUHP. Setiap sanksi pidana yang dijelaskan
dengan Pasal 62 tersebut bisa diberikan hukuman tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 63 a sampai dengan f.
hukuman tambahan yang diterapkan bisa semacam :

a. Perampasan barang tertentu;
Pengumuman putusan hakim;
Pembayaran ganti rugi;
Perintah untuk penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
Kewajiban penarikan barang dan peredaran; dan
Pencabutan izin usaha. |
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KESIMPULAN

1. Pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi
hak dan status hukumnya serta Rumah Sakit sebagai sarana penyelenggara kesehatan adalah tempat bekerja
para profesional di sektor kesehatan yang mengedepankan nilai etik profesi dan hukum yang membuat
produk jasa pelayanan kesehatan serta memprioritaskan pelayanan yang optimal dan tidak mendahulukan
putusan yang lain seperti biaya. Pelayanan yang baik dan berkualitas secara berkelanjutan awalnya
merupakan pelaksanaan pelayanan secara menyeluruh yang satu dengan yang lain berkaitan sehingga
terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.

2. Penyelenggaraan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien mempengaruhi tanggung jawab hukum diantara
keduanya, setiap subyek hukum berusaha dalam menjalankan solusi terbaik jka harus terjadi perbedaan
masalah pelayanan kesehatan dimana pasien justru lebih dijaga sebagai pengguna jasa layanan kesehatan.
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